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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis dalam rangka 

mengurai dan menjawab permasalahan praktik Kawin Tangkap yang terjadi dalam 

masyarakat hukum adat Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, dapatlah 

disimpulkan hal-hal berikut: 

- Kawin Tangkap tidak mensyaratkan adanya konsen dari perempuan yang 

hendak dipinang, erat dengan unsur-unsur paksaan dan kekerasan, serta 

bertentangan dan melanggar HAM Perempuan khususnya hak asasi sebagai 

orang yang bebas, merdeka, dan bermatabat untuk dapat melansungkan 

perkawinan secara bebas tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Pertentangan 

penegakan HAM terhadap hukum adat, tidak dapat dipahami sebagai upaya 

pengesampingan ataupun koreksi total bagi hukum adat yang adalah bentuk 

dair hak berekspresi masyarakat adat.. 

- Negara telah berupaya menegakan hak asasi perempuan berdasarkan ketentuan 

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Implementasi 

tersebut dilakukan Negara lewat 3 (tiga) cakupan kekuasaan Negara, yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 

Implementasi yang diupayakan oleh Negara sudah baik meskipun bukan tanpa 

catatan ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki diantaranya absennya 

regulasi yang secara konkret mengatur batas-batas relevansi budaya, serta 

penegakan hukum secara yuridis yang sering berakhir dalam perdamaian. 

Penegakan HAM Perempuan berbasis CEDAW belum dilaksanakan dalam 

perspektif kearifan lokal menurut pemahaman, kemampuan, dan pengertian 

masayarakat hukum adat Sumba Barat Daya sendiri. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan catatan dan kritik yang disampaikan di bagian sebelumnya, 

dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Negara perlu menggiatkan lagi secara masif dan menyeluruh, aksi-aksi 

penyuluhan kepada masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya terkait literasi 

hukum dan hak asasi manusia khususnya dalam kaitannya dengan praktik 

Kawin Tangkap yang melanggar HAM Perempuan. Hal ini dilakukan 

mengingat bahwa tidak setidik masyarakat yang belum mengetahui dan 

menyadari hal tersebut. Penyuluhan harus bernafaskan dan berdasar pada 

kearifan lokal masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya itu sendiri yang 

sejatinya mempermudah adanya pembaharuan praktik adat yang efektif. 

2. Lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Negara, hal-hal lain yang masih 

menjadi catatan dan patut diupayakan antara lain: 

a. Pembentukan regulasi/legislasi yang mengatur tentang masyarakat 

hukum adat sebagai implementasi lebih lanjut dan konkret dari 

ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Regulasi/legislasi yang 

dimaksud termasuk pula regulasi/legislasi di tingkat daerah, 

khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

b. Penegasan terkait restorative justice terhadap kasus-kasus Kawin 

Tangkap yang berujung perdamaian dengan memanfaatkan 

kerentanan korban dan tekanan dari keluarga dan masyarakat 

sekitar. Diperlukan adanya ketentuan atau regulasi atau kebijakan 

yang lebih jelas terkait mekanisme penyelamatan korban Kawin 

Tangkap seperti standar prosedur penangkapan pelaku, 

penjemputan korban, dan standar prosedur pasca kejadian seperti 

pendampingan psikologis, dan/atau bantuan hukum. Lembaga 

Kepolisian, kejaksaan, Komnas Perempuan, dan Kementerian 

PPPA perlu melakukan koordinasi untuk dapat mengharmonisasi 

kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. 
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c. Penggiatan kegiatan-kegiatan rembug budaya dalam unit-unit lokal 

masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya dalam merumuskan 

pemahaman mereka sendiri terkait HAM Perempuan dan 

penegakannya dalam koridor atau spirit universalitas nilai-nilai 

HAM yang obyektif. Kegiatan rembug budaya dapat diikuti dengan 

kegiatan-kegiatan pelestarian budaya dan kearifan lokal agar 

pemahaman terkait HAM Perempuan pun semakin beragam dan 

tidak mengalienasi perspektif masyarakat lokal sendiri. 
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